ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MESUJI TAHUN
ANGGARAN 2025 DISAHKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sumber: https://suaraindonesia.co.id

Isi Berita:

DPRD Kabupaten Mesuji mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Mesuji Tahun Anggaran 2025 melaui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat Il dalam rangka
Penandatanganan Persetujuan Bersama Nota Kesepakatan dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD 2025.Pada rapat paripurna tersebut, dihadiri oleh Pj Bupati Mesuji, Febrizal
Levi Sukmana, Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, M. Jody Safutra, Anggota DPRD di lingkup
Kabupaten Mesuji, Forkopimda, dan OPD Pemkab. Mesuji. Kegiatan dilaksanakan di Ruang
Paripurna DPRD, Rabu (20/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati Mesuji, Febrizal Levi Sukmana menyampaikan rasa
terimakasihnya atas telah disahkannya APBD tahun 2025 tersebut. "Atas nama Pemerintah
Kabupaten Mesuji, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-
tingginya kepada segenap Pimpinan, Anggota, Badan Anggaran, maupun Komisi DPRD
Kabupaten Mesuji atas kerjasamanya selama pembahasan, sehingga dapat kita sepakati
bersama pada hari ini,” ucap Levi sapaan akrab Pj. Bupati Mesuji ini saat menyampaikan
sambutan. la berharap, melalui APBD tersebut, mendapat efek konstruktif bagi Kabupaten
Mesuji "Semoga segala hal yang telah kita lakukan memiliki efek konstruktif bagi Kabupaten
kita tercinta ini," ujar Levi.


https://suaraindonesia.co.id/news/advertorial/674519de3511a/APBD-Mesuji-Tahun-Anggaran-2025-Disahkan-DPRD

Dengan telah disetujuinya Raperda tentang APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2025
tambahnya, selanjutnya akan diproses lebih lanjut untuk disampaikan kepada Gubernur selaku
wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat evaluasi dan mendapatkan nomor registrasi sebelum
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Levi merincikan secara umum komposisi Ranperda
tentang APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati tersebut yaitu,
Pendapatan Daerah sebesar Rp 961.523.356.897; Belanja Daerah sebesar Rp 988.653.712.933;
dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 27.130.356.036. Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati
mengajak Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, serta seluruh jajaran
Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk senantiasa menjaga
integritas dan sinergisitas dalam membangun Kabupaten Mesuji. "Terakhir saya mengajak
Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, serta seluruh jajaran Perangkat
Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk senantiasa menjaga integritas dan
sinergisitas dalam membangun Kabupaten Mesuji “Bumi Ragab Begawe Caram” yang kita
cintai ini," tutupnya.

Sumber Berita:

1. https://suaraindonesia.co.id/news/advertorial/674519de3511a/APBD-Mesuji-Tahun-
Anggaran-2025-Disahkan-DPRD, 26 November 2024; dan

2. https://www.beritasatu.com/network/suaraindonesia/376503/apbd-mesuji-tahun-anggaran-
2025-disahkan-dprd, 26 November 2024.

Catatan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 1

1) Angka 33 yang menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

2) Angka 34 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

b. Pasal 149, 150, 151, dan 152
DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi :
1) pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
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2)

3)

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149

ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a) membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui
rancangan Perda Kabupaten/Kota;

b) mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan

c) menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali
kota.

Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota memuat daftar urutan dan prioritas

rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota, DPRD

kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota.

anggaran; dan

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama

terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang

diajukan oleh bupati/wali kota. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

a) membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota
berdasarkan RKPD;

b) membahas rancangan  Perda  Kabupaten/Kota tentang APBD
kabupaten/kota;

¢) membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD
kabupaten/kota; dan

d) membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah

kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, DPRD kabupaten/kota

menjaring aspirasi masyarakat.

a) Pasal 160
Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:
1) mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
2) mengajukan pertanyaan;
3) menyampaikan usul dan pendapat;
4) memilih dan dipilih;
5) membela diri;
6) imunitas;
7) mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8) protokoler; dan



b)

9) keuangan dan administratif.

Pasal 309

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Pasal 310

Ayat (1) Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas
bersama.

Ayat (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran
satuan kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 1

a.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Angka 4 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

Angka 5 yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke
kas Daerah.

Angka 6 yang menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar
dari kas Daerah.

Angka 7 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Angka 13 yang menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 22 yang menyatakan bahwa Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Angka 23 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan Kkerja
perangkat daerah.

Angka 24 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja



Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan
APBD.

Pasal 23
APBD disusun:

1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang
menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

2) mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD mempunyai
fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap
tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-
undangan.

Pasal 24

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan
dalam APBD.
1) Penerimaan Daerah terdiri atas:

a) Pendapatan Daerah; dan
b) penerimaan Pembiayaan daerah.

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2) Pengeluaran Daerah terdiri atas:
a) Belanja Daerah; dan
b) pengeluaran Pembiayaan daerah.
Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan
Daerah dalam jumlah yang cukup.
Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki
dasar hukum yang melandasinya.
Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam
APBD. Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah. APBD merupakan
dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai
dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Bagian Kedua Struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



d. Pasal 27, 28, 29, 30, 31
1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a) Pendapatan Daerah;

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui
sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah
terdiri atas:

(1) pendapatan asli daerah;

Pendapatan asli Daerah meliputi:

(a) pajak daerah;

(b) retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana meliputi
pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

(c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
(d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) pendapatan transfer; dan
(3) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
(@) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
(b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
(c) hasil kerja sama daerah;
(d) jasa giro;
(e) hasil pengelolaan dana bergulir;
() pendapatan bunga;
() penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
(h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat



2)

(i)

()

(K
()

(m)
(n)
(0)
()

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan
Pendapatan Daerah;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

pendapatan denda pajak daerah;
pendapatan denda retribusi daerah;
pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
pendapatan dari pengembalian;
pendapatan dari BLUD; dan

pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b) Belanja Daerah; dan

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtndang-undangan diakui
sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran.

c) Pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi

disesuaikan

dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 83

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah
mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Dalam hal APBD diperkirakan
surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang
ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat
didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang



APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 85

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap
semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 89

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD
dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pedoman penyusunan APBD
ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

1) kondisi ekonomi makro daerah;

2) asumsi penyusunan APBD;

3) kebijakan Pendapatan Daerah;

4) kebijakan Belanja Daerah;

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

6) strategi pencapaian.

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

2) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang
disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

3) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk
masing-masing Program dan Kegiatan.

. Pasal 90

Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD
paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara
Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan
PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat
minggu kedua bulan Agustus.

KUA dan PPAS vyang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi
pedoman bagi perangkat daerah dalam men5rusun RKA SKPD. Tata cara
pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 91

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan
rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan
PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan
Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan
rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama
antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 194

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan
keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Kepala
Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama
rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan
Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 196

1) Ayat (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD vyang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada
kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3
(tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/ kota
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan oleh bupati/wali kota.

2) Ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap
rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Perkada kabupatenlkota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menguji kesesuaian dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang
penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan
APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

3) Avyat (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakit Pemerintah
Pusat kepada bupati/wa-li kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak



diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten | kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda
kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD,
Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota
tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan
rancangan Perda kabupaten/kota menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan
Perkada kabupaten / kota menjadi Perkada kabupaten/ kota.

4) Ayat (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten / kota tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda
kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD,
Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota
tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/ wali kota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.

5) Ayat (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan
rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupaten/kota
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada
kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pasal 197

1) Ayat (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah,
DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala
Daerah menyusun danmenetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban



2)

3)

4)

pelaksanaan APBD.

Ayat (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

Ayat (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD

tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ayat (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menetapkan rancangan
Perkada tersebut menjadi Perkada.



